



1.1 Latar Belakang 
Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan bisnis membutuhkan dukungan 
dari dunia politik.Menurut Budiarjo (1982) definisi politik yaitu bermacam-
macam kegiatan dalam suatu sistim politik (atau negara)  yang menyangkut proses 
menentukan tujuan-tujuan dari sistim tersebut (atau negara) yang menyangkut 
proses menentukan tujuan –tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-
tujuan tersebut. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai suatu negara hendaknya 
merupakan tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat dan bukan 
tujuan pribadi seseorang. Dengan kata lain bahwa keberadaan politik adalah untuk 
mengatur berbagai macam kegiatan yaitu kegiatan partai politik dan kegiatan 
individu. 
Dukungan politik menjadi factor penting atas keberhasilan suatu bisnis, para 
pelaku bisnis sangat sadar bahwasannya elite politik memiliki kekuasaan atas 
penyusunan kebijakan yang nantinya dapat mempengaruhi iklim perekonomian 
yang berimbas pada keberhasilan bisnis perusahaan.Politik dan bisnis, keduanya 
mempunyai pola hubungan yang saling terkait. Layaknya hubungan timbal balik 
antar individu dimana aktifitas politik seharusnya dapat menunjang kegiatan 
bisnis dalam sebuah lingkup negara. Hal yang sama terjadi dengan bisnis yang 
dapat mendukung kegiatan politik untuk mempertahankan kedaulatan Negara 





dapat kita analogikan sebagai berikut, politik dalam menunjang kegiatan bisnis 
salah satunya adalah dengan cara menyusun kebijakan-kebijakan yang mampu 
mendukung keberhasilan suatu bisnis, sebagai konsekuensinya pelaku bisnis juga 
harus bersedia membantu partai politik dalam hal pendananaan kegiatan politik. 
Berkaitan dengan pendananaan partai politik sendiri telah diatur ke dalam UU 
No.2 tahun 2011dimana sumber pendanaan partai politik berasal dari iuran 
anggota dan sumbangan sah yang kemudian dijelaskan pada pasal 35 UU No. 2 
tahun 2011 bahwa sumbangan yang sah yang berasal dari perorangan maximal 
adalah sebesar 1M dalam kurun waktu 1 tahun,Untuk badan usaha sumbangan 
maximal sebesar 7,5 Milliyar dan sumbangan sah lain yang berasal dari APBN. 
Namun pada praktiknya dalam hal pendanaan Partai Politik di Indonesia lebih 
banyak bergantung pada bantuan pemerintah dan bantuan korporasi, jika 
dibandingkan pada iuran anggotanya sendiri (Vermonte, 2012). 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adanya hubungan antara politik 
dan bisnis ini kemudian memunculkan istilah perusahaan terkoneksi politik, 
Faccio(2006) menetapkan kriteria suatu perusahaan dikatakan memiliki hubungan 
politik  apabila paling tidak  salah satu pimpinan perusahaan,pemegang mayoritas 
atau kerabat mereka pernah atau sedang ,menjabat sebagai pejabat tinggi negara, 
anggota parlemen,atau pengurus partai berkuasa. 
Di Indonesia sendiri istilah perusahaan terkoneksi politik bukan 
merupakan hal yang baru, sebagaimana dikutip dari (www.pelita.or.id) bahwa 
hampir 22 persen dari perusahaan terbuka (Tbk) di Indonesia mempunyai jalur 





Faccio(2006) menyatakan bahwa berdasarkan penelitiannya membuktikan bahwa 
praktik political connection lebih umum terjadi pada perusahaan yang tingkat 
korupsi negaranya lebih tinggi. Tingkat korupsi di Indonesia dapat dilihat dari 
indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Indexs) pada tahun 2015 yang 
dirilis oleh Lembaga Transparency International (TI). Adapun Indonesia 
menempati peringkat ke-88 dari total pengamatan terhadap 168 negara, dengan 
total skor CPI 36 dari total nilai 100 dengan ketentuan dimana semakin besar skor 
yang didapat, maka semakin bersih Negara tersebut dari korupsi (www.TI.or.id). 
Di Indonesia sebuah perusahaan yang terkoneksi politik akan mendapat 
beberapa kemudahaan  antara lain kemudahan dalam hal pendanaan kegiatan 
perusahaan,beberapa perusahaan yang memiliki koneksi politik bahkan dapat 
dengan mudah menaikan hutang untuk pembiayaan modal hanya dengan 
mendapatkan memo pinjaman dari politisi (Husnan,2001). Selain itu kemudahan 
lain yang dapat diperoleh sebuah perusahaan yang terkoneksi politik adalah 
kemungkinan dapat menikmati pajak yang rendah dan juga kekuatan pasar yang 
lebih unggul Faccio (2006), sedangkan menurut Wulandari (2012) kemudahan 
lain yang diterima perusahaan apabila memiliki koneksi politik adalah kemudahan 
untuk mendapatkan kontrak atau memenangkan tender proyek dari pemerintah . 
Disisi lain adanya koneksi politik juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi 
suatu perusahaan,secara teoritis koneksi politik menekan pertumbuhan sebuah 
perusahaan, dari hal tersebut maka koneksi politik dapat menyebabkan   kinerja 
perusahaan yang tidak efisien  (Shleifer & Vishny, 1994).Setiap perusahaan 





bisnisnya pengusaha cenderung akan menghalalkan segala cara, salah satu cara 
yang ditempuh adalah dengan berusaha memiliki koneksi politik. Koneksi politik 
memiliki potensi manfaat dan kerugian bagi perusahaan, hal ini tentu saja 
menimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya koneksi politik ini lebih 
memberikan manfaat atau justru malah menimbulkan kerugian, untuk itu maka 
penulis menganggap penting untuk mencari tahu seberapa signifikan hubungan 
antara  koneksi politik dengan kinerja suatu perusahaan.  
Keberhasilan suatu bisnis dapat dilihat dari bagaimana kinerja perusahaan 
tersebut, dari kinerja perusahaan  dapat diketahui bagaimana jalannya bisnis 
apakah kebijakan yang diterapkan sudah tepat atau bahkan menyebabkan ketidak 
efektifan bagi perusahaan. Selain koneksi politik beberapa faktor lain yang  
mempengaruhi kinerja perusahaan antara lain adalah struktur kepemilikan 
saham.Penelitian Jiang (2004) yang menguji mengenai struktur kepemilikan dan 
kinerja perusahaan  menyatakan bahwa ownership structure atau struktur 
kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Board structure juga 
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, Fauzi dan Locke (2012) menguji 
mengenai hubungan antara board structure,kepemilikan manajerial dan kinerja 
perusahaan yang menyatakan bahwa kedua variabel board structure dan 
kepemilikan manajerial memiliki hubungan positif signifikan terhadap kinerja 
perusahaan.  
Selain karena alasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan tema political connection dikarenakan terdapat ketidakkonsistenan hasil 





menyatakan bahwa political connection meningkatkan kinerja perusahaan serta 
memperoleh keuntungan pajak, Hal serupa dinyatakan dalam penelitian Perez et 
al. (2013) yang menyatakan bahwa keberadaan koneksi politik berhubungan 
positif dengan nilai perusahaan, hubungan positif koneksi politik terhadap nilai 
perusahaan dapat tercermin dimana direktur dengan koneksi politik menciptakan 
nilai melalui pengetahuan dan pengaruhnya dalam perkembangan hukum yang 
mempengaruhi kinerja perusahaan. Lain halnya dengan hasil penelitian Du dan 
Girma (2010) yang mengungkapkan bahwa perusahaan swasta yang tidak 
terkoneksi politik memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
perusahaan yang memiliki koneksi politik, Sejalan dengan hasil penelitian 
Wulandari (2012) mengungkapkan bahwa political connection berpengaruh 
negatif terhadap kinerja perusahaan dimana perusahaan yang memiliki political 
connection cenderung memiliki kinerja rendah. 
Penelitian ini merupakan merupakan replikasi dari penelitian yang 
dilakukan oleh Wulandari (2012),Berbeda dengan penelitian terdahulu dimana 
dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan struktur kepemilikan manajerial 
dan institusional untuk menguji variabel struktur kepemilikan, dalam penelitian 
ini juga berbeda dengan penelitian milik Wulandari (2012), Penelitian ini 
berfokus pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tahun 2011-2014sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada perusahaan non-
keuangan dengan periode pengambilan data tahun 2009-2011, Berbeda dengan 





diukurdengan menggunakan rasio Tobin’s Q dimana penelitian terdahulu 
menggunakan ROA untuk mengukur kinerja keuangan.  
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan 
penelitian dengan judul “POLITICAL CONNECTION, STRUKTUR 
KEPEMILIKAN DAN KINERJA PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 
INDONESIA tahun 2011-2014)” 
1.2 Rumusan Masalah 
Dalam merumuskan strategi bisnis perusahaan diwajibkan untuk menaati 
peraturan  politik suatu negara, ketergantungan bisnis dengan kebijakan politik 
pemerintah ini menuntut pengusaha harus mampu memahami kondisi politik dan 
ikut serta aktif untuk mempengaruhi kebijakan politik suatu negara agar kebijakan 
yang dihasilkan mampu menunjang keberhasilan kinerja perusahaan. 
Pemerintah dalam hal ini partai politik merupakan pemegang peran 
penting dalam merumuskan berbagai kebijakan politik, dalam usahanya 
mempengaruhi kebijakan politik pengusaha kemudian berusaha menjalin 
hubungan baik dengan partai politik, hubungan timbal balik keduanya terjalin 
untuk saling menguntungkan kedua belah pihak. Pengusaha yang memiliki modal 
besar memberikan bantuan dana kepada partai politik. Sebagai imbalan atas 
bantuan tersebut, partai politik melalui anggotanya yang berada di jajaran anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat atau pun Kementerian merumuskan kebijakan atau 
peraturan yang dapat memudahkan bisnis dari perusahaan yang telah 





perluditeliti lebih mendalam apakah kinerja perusahaan lebih baik jika memilik 
koneksi politik atau tidak, dan perlu juga diteliti apakah kepemilikan saham 
mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. 
Berdasarkan uraian maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan “Apakah political connection, struktur kepemilikan berpengaruh 
terhadap kinerja perusahaan?” 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Untuk menguji apakah political connection  berpengaruh terhadap Kinerja 
perusahaan. 
2. Untuk menguji apakah struktur kepemilikan institusional berpengaruh 
terhadap kinerja perusahaan. 
3. Untuk menguji apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh 
terhadap kinerja perusahaan. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk investor dan juga 
akademisi  maupun untuk penelitian selanjutnya. 
1. Bagi Investor  
Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi investor untuk 
dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. 





Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai 
penelitian tentang kinerja perusahaan. 
3. Bagi Peneliti  
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi penelitian 
selanjutnya. 
 
1.5 Orisinalitas Penelitian 
Penelitian mengenai hubungan political connection terhadap kinerja 
perusahaan  telah banyak dilakukan sebelumnya, antara lain seperti: Faccio 
(2002); Goldman, et., al (2006); Wijantini (2007);Purwoto (2011) dan Wulandari 
(2012), begitu pula dengan penelitian mengenai hubungan struktur kepemilikan 
terhadap kinerja perusahaan juga telah banyak dilakukan antara lain: Ardianingsih 
(2010);Nuraeni(2010);Wulandari (2013). 
Penelitian ini akan menguji mengenai hubungan political connection, 
struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan, namun demikian penelitian ini 
berbeda dengan penelitian terdahulu pada beberapa hal.Adapun beberapa 
penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wulandari (2012) yang 
menguji hubungan political connection,struktur kepemilikan terhadap 
kinerja perusahaan namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian 
penulis antara lain peneliti hanya menggunakan struktur kepemilikan 
manajerial dan institusional untuk menguji variabel struktur kepemilikan, 





(2012), Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur yang listing di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014 sedangkan penelitian 
terdahulu berfokus pada perusahaan non-keuangan dengan periode 
pengambilan data tahun 2009-2011, Berbeda dengan penelitian 
sebelumnya  variabel kinerja perusahaan dalam penelitian ini diukur 
dengan menggunakan rasio Tobin’s Q dimana penelitian terdahulu 
menggunakan ROA untuk mengukur kinerja keuangan.  
2. Penelitian ini berbeda dari penelitian Purwoto (2011) yang menguji 
pengaruh political connection,kepemilikan pemerintah dan keburaman 
laporan keuangan yang dihubungkan dengan resiko crash harga saham. 
3. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Wijantini (2007) yang melihat 
political connection dan menghubungkannya terhadap indirect cost akibat 
krisis keuangan di Indonesia. 
 
1.6 Sistematika Penulisan   
Secara garis besar penelitian teridi dari 5 (lima) bab dengan beberapa sb bab, 
berikut ini sistematika penulisan secara lengkap: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini memuat latar belakang masalah penelitian,rumusan 
masalah,tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 





Pada bab ini memuat landasan teori yang digunakan dalam penelitian 
ini untuk menjawab pertanyaan masalah yang diungkapkan sekaligus 
guna menyusun hipotesis. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada bab ini  menjelaskan mengenai variabel penelitian, populasi, 
sampel, data yang digunakan dalam penelitian serta model analisis yang 
digunakan. 
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian, 
analisis data serta interpretasi hasil. 
BAB V : PENUTUP 
Pada bab ini berisikan kesimpulan hasil dari keseluruhan penelitian 
beserta saran bagi penelitian selanjutnya. 
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